
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2010 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRAGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa untuk menjamin daya guna dan hasil guna
yang sebesar-besarnya dalam pengelolaan usaha
pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih yang
bersih dan sehat kepada masyarakat;

b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan
Daerah Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman
Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarif Air Minum
Pada Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang
perlu menata kembali Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Indragiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Indragiri .

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri
Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965, Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008



tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987
tentang Penyerahan Sebagaian Urusan Pusat di
Bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3353);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005
tentang Pendirian, Pengurusan, Pegawasan dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Negera (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4556);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);



18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor
23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2008 Nomor 23);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Indagiri Hilir Nomor
29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2008 Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA INDRAGIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM, adalah
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.

6. Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM, adalah
tata kerja dan prosedur/mekanisme penyediaan dan pengembangan air
minum yang menjadi tugas dan kewenangan PDAM.



7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.

8. Direktur adalah Direktur PDAM.

9. Pegawai adalah pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur.

10. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan,
cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

11. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan
dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak
penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.

12. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal
Pemerintah Daerah kepada PDAM.

13. Modal yang disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor.

14. Pelanggan adalah perorangan dan badan yang mendapatkan layanan
PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.

15. Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan,
cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu.

16. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air yang mencakup
biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi,
biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.

17. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air Terproduksi dikurangi
Volume Kehilangan Air Standar.

18. Tarif PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air
dalam setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya sesuai
kebijakan yang ditentukan Bupati dan PDAM.

19. Tahun Takwim adalah perhitungan anggaran dalam 1 (satu) tahun
tertentu.

BAB II

PENDIRIAN DAN ATRIBUT

Pasal 2

PDAM didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31
Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.

Pasal 3

(1) Untuk identitas resmi, PDAM dapat memakai atribut yang
melambangkan tujuan, tugas dan fungsinya dengan mempertimbangkan
budaya daerah.


